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Abstrak 
Tindak pidana pemalsuan dalam hak sertipikat hak milik, merupakan kejahatan yang sering terjadi. Walaupun hak 
milik pribadi sudah dijamin oleh Negara Republik Indonesia, namun masih saja masyarakat tidak nyaman dengan 
adanya tindak pidana  pemalsuan sertipiat hak milik atas tanah, yang dapat menyebabkan hilangnya hak atas suatu 
tamah. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai asas kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dan asas 
keadilan dalam putusan no 103/ Pid.B/2014/PN Pbg. Menggunakan data sekunder,  sifat penelitian desktiptif 
analitis; dan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Pendaftaran tanah memberikan jaminan kepastian hukum, 
namun masyarakat harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan  dari Negara. Mewajibkan 
terlebih dahulu mendaftarkan hak atas tanah dan tetap harus memperhatikan media massa, untuk memastikan tidak 
ada pelapor lain yang menggunakan fotocopy untuk mendapatkan sertipikat hak milik pengganti. Pemilik yang sah, 
akan mendapatkan keadilan, yang merupakan perlindungan kepentingan secara individu, tidak secara umum. 
Karena keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia. 
Kata kunci: Asas kepastian hukum dan asas keadilan, putusan no. 103/Pid.B/2014/PN Pbg. 
 
I. PENDAHULUAN 
Contoh kasus mengenai Putusan No. 103Pid.B2014/ PN Pbg, pelaku adalah sdr D Bersama-sama melakukan 
pelanggaran terhadap Pasal 266 ayat (1) KUHP, yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akte autentik. 
Berbekal fotocpy sertipikat hak milik atas nama turkino Unggul dan sertipikat atas nama sdr Sukadi, Sdr D 
melaporkan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat (wilayah hukum PN Purbalingga) pada bulan Mei tahun 
2013, mengenai kehilangan sertipikat hak milik atas tanah atas nama sdr Turkino Unggul dan sertipikat Hak milik 
tanah atas nama sdr Sukadi. Setelah memenuhi persyaratan untuk permohonan pembuatan sertipikat pengganti, sdr 
D diwajibkan menunggu selama 30 hari, tidak lain selama diumumkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional untuk 
mendapatkan keberatan tentang akan adanya sertipikat pengganti atas nama Sdr Turkino Unggul dan sdr Sukadi. 
Pada tanggal 9 Juli 2013, sertipikat hak milik sudah dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Purbalingga, 
tetap atas nama Turkino Unggul dan atas nama Sukadi. Pada tanggal 1 Oktober 2013, sdr.  S Hendro Gianto 
mendatangi Kantor Badan Pertanahan kabupaten  Kabupaten Purbalingga, memberitahukan bahwa sertipikat Hak 
milik atas nama Turkino Unggul dan sertipikat hak milik atas nama Sukadi berada dibawah kekuasaanya. Kemudian 
pihak Kantor Badan Pertanahan memisahkan dan menyimpan sertipikat tersebut, karena dalam sengketa. Pada 
tanggal 4 Oktober 2013, Sdr S Hendro Gianto melaporkan perbuatan Sdr D kepada Pihak Kepolisian di Wilayah 
Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.Atas perbuatan Sdr D, S Hendro gianor dirugikan sebesar 3 milyar rupiah. 
Dalam pemeriksaan di tahap penyidikan sdr S Henro Gianto mengakui bahwa kedua tanah tersebut dibeli pada tahun 
1982, dimana nama yang tercantum di dalam sertipikat tersebut hanya untuk nama saja, namun kepemilikannya 
tetap berada di tangan alm Isteri S Hendro Gianto. Kedua nama tersebut, adalah orang-orang yang pernah menjadi 
pegawai kantor milik Sdr S Hendro Gianto. Keluarga Turkino Unggul dan keluarga Sukadi sudah mengetahuinya. 
Karena pada tahun 1982, terdapat kebijakan non pribumi atau keturunan Cina tidak boleh memiliki tanah lebih dari 
5 bidang. Sudah pernah diusahakan untuk di balik nama kepada nama Isteri Sdr S Hendro Gianto, yaitu sejak sdr 
Turkino Unggul dan Sdr Sukadi wafat, namun tidak pernah berhasil. Sehingga sampai tahun 2013, kedua sertipikat 
tersebut masih memakai nama kedua orang tersebut.  
Berhubungan dengan hak milik, maka tanah merupakan sesuatu yang bisa dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu 
negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria 
(UUPA), memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara orang-orang 
dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai Bumi, Air dan ruang angkasa. Di dalam Pasal 18 UUPA disebutkan 
bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Selanjutnya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.  
Perbuatan pemalsuan surat merupakan salah satu delik sering terjadi dalam masyarakat. Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana (KUHP) mengenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. Tujuan daripada perbuatan  pemalsuan 
surat tersebut, adalah untuk menguntungkan diri sipelakunya atau untuk menggunakannya bagi keperluan sipelaku. 
Perbuatan pemalsuan surat ini tentu sudah diatur dalam KUHP dan beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Kepala 
Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat, tentunya sudah banyak tercantum dalam putusan-
putusan pengadilan yang bersangkutan. Namun ternyata, perbuatan ini tetap saja dilakukan pelaku dan 
menginspirasi calon calon pelaku lainnya. Salah satunya adalah perbuatan pemalsuan sertipikat hak milik atas suatu 
tanah. Pelaku merasa yakin dapat melakukan pemalsuan tanpa dapat diketahui oleh pemilik sah. Apabila sudah 
dilaporkan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya masuk ketahap-tahap pemeriksaan lebih lanjut. Untuk itu 
diperlukan adanya alat bukti. Alat bukti dalam perkara pidana adalah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah 
Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan saksi. Untuk ahli, maka karena merupakan tindak pidana 
pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263, 264 dan 266 KUHP, maka harus di mintakan keterangan seorang yang ahli 
dibidang tersebut. Tentunya adalah ahli dari Kantor BPN yang mengeluarkan sertipikat tersebut dan ahli-ahli 
lainnya. Ahli-ahli tersebut yang akan menyampaikan pendapat berdasarkan keahliannya, tentunya mengenai keaslian 
daripada surat atau sertipikat yang dinyatakan tidak asli atau palsu. Termasuk hasil pemeriksaan dari laboratorium 
forensik Mabes Polri. 
Keterangan ahli mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan surat (sertipikat hak 
milik). Namun hakim harus memperhatikan juga prinsip yang terkandungan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa untuk 
menentukan salah tidak seorang terdakwa, Hakim harus di dasarkan keyakinannya dan minimum 2 (dua) alat bukti 
yang sah. Dalam kasus pemalsuan sertipikat hak milik, tentunya harus ada : keterangan saksi, saksi korban, ahli, 
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu 
peristiwa, dalam hal terjadi tindak pidana pemalsuan sertipikat, maka saksi biasanya adalah yang paling dirugikan, 
kemudian orang lain yang terkait dengan peristiwa pemilikan hak milik tersebut. Bisa saja Notaris, camat, Pejabat 
lain yang ditunjuk negara untuk mengurus kepemilikan tersebut, atau pihak pemilik modal dan lainnya yang 
bersangkutan. Sedangkan ahli, adalah orang yang memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan, ilmu dan 
pengalaman yang dimilikinya. Alat bukti surat, adalah semua surat yang dipergunakan, yang dihasilkan dan yang 
dibuat untuk tindak pidana tersebut, serta menjadi barang bukti. Petunjuk adalah diperoleh hakim dari keterangan 
saksi, ahli surat dan keterangan terdakwa. Selanjutnya keterangan terdakwa, yaitu tersangka yang diperiksa di 
pengadilan, termasuk keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaaan dan juga yang diberikan di muka 
persidangan. 
 
II..  PERMASALAHAN 
Berdasarkan hal di atas, di pertanyakan mengenai bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam 
pendaftaran tanah dan asas keadilan dalam kasus pemalsuan sertipikat tanah?. Mengingat kepastian hukum adalah 
kewajiban negara berdasarkan UUPA. Kepastian hukum tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena 
terlindunginya hak yang melekat pada diri manusia. Sedangkan keadilan merupakan perlindungan kepentingan 
pihak-pihak pemilik yang sebenarnya. 
 
III. METODE PENELITIAN  
Penelitian menggunakan tipe normatif yuridis, mengkaji dan menelaah peraturan-peraturan  hukum, antara lain: 
KUHP, KUHAP, UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok Agraria (UUPA); UU No. 48 tahun 
2009 tentang kekuasaan Kehakiman; Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Permen 
Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dan standar prosedur pelayanan sesuai peraturan kepala BPN nomor 
1/2010, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian 
kasus pertanahan; Putusan No. 103/ Pid.B./ PN Pbg. Penerapan asas kepastian hukum dan keadilan, dikaji 
berdasarkan data sekunder. Data analisis secara kualitatif, bersifat deskriptif analitis dan mengambil suatu 
kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil suatu kesimpulan dengan menggunakan data khusus dan 
mendapatkan kesimpulan yang umum atas putusan pengadilan yang di teliti. Apabila terjadi tindak pidana 
pemalsuan sertipikat hak milik, maka didapatkan suatu kesimpulan mengenai pendaftaran tanah.  
 
IV. PEMBAHASAN 
Negara selaku penguasa di wilayah Republik Indonesia, wajib memberikan perlindungan kepada warga 
negaranya. Termasuk perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Hak milik termasuk di dalamnya, hak milik 
diberikan oleh negara, termasuk pemilikan benda, rumah, rumah susun, tanah dan harta kekayaan lainnya.  
Apabila hak asasi, termasuk hak milik di perlakukan sewenang wenang oleh orang yang bukan pemiliknya, 
maka negara dapat bertindak untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.  
Hans Kelsen menyatakan, “bahwa teori yang memprioritaskan hak adalah bersifat politis yang bertujuan untuk 
mempengaruhi pembentukan hukum, bukan analisis terhadap keberadaan hukum positif. Jika aturan hukum tidak 
dapat menciptakan tetapi menjamin hak, maka konsekuensinya hukum juga tidak dapat menghapuskan hak yang 
telah ada. Maka tidak mungkin menghapuskan hak milik”.(Jimly A & M Ali S,  2012: 65). Demikianlah, secara 
teori, hak milik merupakan hak yang tidak bisa dihapuskan begitu sudah ada. Hak milik atas tanah yang dimiliki 
seseorang, tidak dapat begitu saja di hapuskan, dalam perkara pemalsuan sertipikat hak milik tanah. 
Negara berwenang untuk mnenentukan peraturan perundang-undangan guna mengatur perbuatan-perbuatan apa 
saja yang wajib dilakukan dan perbuatan apa saja yang diperbolehkan. Negara berdasarkan UUPA jo PP No. 24 
Tahun 1997, mengatur pentingnya pendaftaran tanah, agar kepastian hukum  dapat diberikan kepada mereka yang 
mendaftarkan hak atas tanah. Namun negara juga tidak dapat memastikan tidak adanya kejahatan terhadap hak yang 
sudah di daftarkan tersebut. Negara menyediakan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan terjadinya 
pelanggaran dengan memberikan sanksi-sanksi. Melalui UUPA didapatkan materi yang berkenaan dengan hukum 
administrasi negara,  namun jika salah menetapkan hak atas tanah, implikasinya bisa menjalar ke hukum pidana. 
(Gunanegara, 2017: 244).  
Hak milik berdasarkan Pasal 20 UUPA, dapat beralih dan  dialihkan kepada orang lain. Hak milik dapat 
diperjual belikan, disewa, di jaminkan dan perbuat lain yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dapat 
beralih dan dialihkan ini, disinyalir, dapat terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. Termasuk di dalamnya 
pemalsuan sertipikat hak milik. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,…dst”. Menurut Pasal  32 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997, 
dinyatakan: “Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai data 
fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada 
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.  Di dalam Pasal 35 ayat (4)  PP No. 24 tahun 1997, 
dokumen tersebut (sertipikat) yang asli atas perintah pengadilan dapat dibawa untuk diperlihatkan ke persidangan 
oleh Kepala pertanahan yang bersangkutan atau petugas yang ditunjuk untuk itu. 
Apabila terjadi perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak 
berdampak luas, menurut Pasal 1 ayat (2) PMATR/ Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus 
pertanahan, dapat disebutkan sebagai sengketa tanah. Sedangkan apabila sengketa tanah sudah memiliki 
kecenderungan dampak luas, maka disebut sebagai konflik tanah. Menjadi perkara tanah, apabila konflik dan 
sengketa tanah diselesaikan melalui proses peradilan. Penyelesaian perkara tanah ini di dalam PMTAR/ Kepala BPN 
No . 11 Tahun 2016, memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penyelesaian perkara tanah hanya untuk dalam proses peradilan 
perdata dan tata usaha negara, dimana kementerian sebagai pihak. (Pasal 43 PMATR/ Kepala BPN No. 11 Tahun 
2016).  
Apabila telah terjadi suatu  pemalsuan sertipikat hak atas tanah, maka tidak ada jalan lain, adalah selain 
mengadukan kepada Kantor Pertanahan Nasional yang bersnagkutan, juga dilakukan pelaporan kepada apparat 
negara yang berwenang, yaitu kepolisian RI. Dalam hukum pidana pengaduan, hanya dilakukan oleh orang / badan 
hukum / pihak ketiga yang dirugikan, dan hanya mengenai tindak pidana Susila dan atau penecemaran nama baik.  
Terdapat juga fakta obyektif, terhadap satu bidang tanah diterbitkan dua sertipikat hak atas tanah kepada dua 
orang yang berbeda atau yang dikenal dengan sebutan overlap.(Gunanegara, 2017: 332). Penyelesaiannya kadang 
bisa menggunakan jalur gugatan PTUN, gugatan perdata, namun tidak sedikit yang menggunakan jalur tuntutan 
pidana. Dengan menggunakan Pasal 263, 264, 266 KUHP, serta ada kemungkinan Pasal-Pasal KUHP lain yang 
terkait.  
Berlaku peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak 
pidana Pemalsuan surat yang paling utama adalah yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP 
berbunyi:“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian 
tersebut dapat menimbulkan kerugian , karena pemakaian surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. “  
Hakim yang memeriksa, menghadapi peristiwa konkret, kasus atau konflik, harus memecahkan atau 
menyelesaikannya dan untuk itu ia harus tahu, mencari atau menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam kasus 
tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2004 :39). Metode interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode 
penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup 
kaidah dalam Undang Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran ini ditujukan 
kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peratruan hukum terhadap persitiwa konkret. 
(Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo. 1993: 13). 
Untuk mendapatkan suatu putusan yang didahului dengan pertimbangan yang sesuai dengan logika hukum, 
asas-asas hukum dan bukti-bukti berdasarkan fakta dipersidangan. Untuk itu di dalam mencari penemuan hukum 
guna mendapatkan suatu putusan yang paling tidak memenuhi  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka 
Hakim harus memperhatikan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa 
“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ini yang disebut 
dengan prinsip Ius Curia Novit. Berdasarkan prinsip Ius curia Novit/ Curia Novit Jus, menurut M Yahya Harahap, 
“hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, dengan demikian hakim berwenang menentukan 
hukum obyektif mana yang harus diterapkan (toepasiing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut 
hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto”. (Harahap, 2016: 821). 
Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009, mengatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
Bagin Manan, hakim harus mampu menerapkan peraturan perundang-undangan secara benar dan adil, apabila 
penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada 
keadilan (moral justice) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum 
yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang tentunya sesuai 
dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Social justice). (Manan, 2000: 263). 
Dengan demikian Hakim harus mengadili menurut hukum, oleh karena itu putusannya harus berdasarkan 
hukum, harus mengandung hukum atau menjamin kepastian hukum. Berarti ada jaminan bahwa hukum harus 
dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan. 
Juga bahwa perkara yang serupa harus diputus serupa pula. (Sudikno M,  2004 :91). Selain kepastian hukum, hakim 
juga harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat menginginkan keseimbangan. Jika keseimbangan terganggu maka harus dipulihkan. (Sudikno M, 2004: 
92). Serta yang tidak kalah penting adanya putusan yang mengandung rasa keadilan. Adil dirasakan oleh pihak yang 
bersangkutan. Pihak lawan harus menerimanya. Karena keadilan ini berhubungan dengan perlindungan kepentingan, 
yaitu kepentingan salah satu pihak yang bermasalah dnegan hukum.(Sudikno M, 2004: 92). 
Persoalan putusan hakim, memenuhi 3 sudut pandang tujuan hukum menurut Achmad Ali, (Acmad Ali,  1996 : 
95). yaitu: 
 
1.Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada 
segi kepastian hukumnya; 
2.Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan; 
3.Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. 
 
Masalah tindak pidana pemalsuan sertipikat hak milik tanah, yang sarat dengan unsur kepentingan pribadi. 
Termasuk hak milik, maka menjadi bagian kepentingan yang harus di lindungi. Termasuk kepemilikan perorangan 
maupun badan hukum yang terlibat di dalamnya. Termasuk jika tanah dimiliki dari hasil tindak pidana korupsi atau 
yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. 
Putusan No. 103/ Pid.B/ 2014/PN Pbg, menyatakan bahwa sdr D terbukti bersalah melanggar Pasal 266 ayat (1) 
KUHP jo Pasal 55 KUHP. Dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 bulan dan tidak usah dijalani. Kecuali Hakim 
memberikan perintah lain atas alasan terpidana dalam masa percobaan 10 bulan berakhir telah bersalah melakukan 
tindak pidana. 
Melihat amar putusan Hakim dalam putusan ini, maka menunjukan bahwa pendaftaran tanah, harus dilakukan 
sesuai dengan fakta yang ada, dalam arti nama yang tertera harus ada orang yang sebenarnya. Kepastian hukum 
yang diberikan oleh Negara dalam PP No. 24 Tahun 1997, adalah siapa yang mendaftarkan duluan adalah pemilik 
yang sebenarnya. Namun masih ada kelemahan dalam menerapkannya. Bahwa keadaaan atau fakta yang dipakai 
guna melaporkan tentang kehilangan dan kemudian minta dibuatkan sertipikat pengganti sangatlah mudah. Tanpa 
melalui prosedur yang sulit. Paling tidak harus ada klarifikasi dari pejabat atau notaris yang pernah membuat akte 
tersebut. Petugas kantor Badan pertanahan, harus menyelidiki terlebih dahulu keaslian dan kelengkapan personil 
yang Namanya tercantum dalam Akte tersebut.  
Letak kepastian hukum yang memberikan rasa aman kepada masyarakat karena sudah dicatatkan dan dianggap 
sebagai pemilik yang sah, menjadi kabur. Karena perasaan tidak tenteram tetap ada, apabila tersebar fotocopy 
sertipikat hak milik atas tanah, tanpa diketahui pemilik yang sebenarnya.  
Jaminan kepastian hukum menjadi kabur, juga karena petugas Kantor Badan pertanahan, yang tidak memiliki 
data yang akurat. Masyarakat hanya percaya dengan sertipikat yang mereka kuasai, tanpa memperhatikan jika ada 
orang lain yang mengakui kepemilikan hak atas tanah tersebut.  
Perlindungan oleh Negara hanya diberikan, apabila ada laporan kehilangan, atau tanah dikuasai secara tidak 
sah. Pemilik tanah yang menguasai sertipikat hak milik, harus melaporkan terlebih dahulu, harus membaca surat 
kabar atai harus menyediakan waktu khusus untuk memperhatikan isi surat kabar tersebut, untuk mendapatkan 
perlindungan dari Negara.  Walaupun Hak milik tidak dapat diperlakukan sewenang wenangnya, namun pada 
kenyataannya, tidak ada jaminan kepasatian hukum, bahwa apa yang sudah didaftarkan tidak akan mendapat 
masalah hukum di masa yang akan datang. Serta tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengikuti yurisprudensi 
terhadap perkara yang sama. Menambah pandangan bahwa asas kepastian hukum sulit di dapatkan di dalam perkara 
hak milik atas tanah pribadi. Padahal dalam asas kepastian hukum termasuk harus ada putusan yang sama untuk 
kasus yang sama. Maka dengan itu, masyarakat dapat mengukur pertimbangan Hakim terhadap kasus yang sama.  
Hakim juga harus memperhatikan asas keadilan, dimana keadilan merupakan sesuatu yang sangat abstrak, 
tergantung dari pihak yang terlibat. Kepentingan disini juga mengambil peran yang besar, kepentingan pihak yang 
terlibat lebih dominan daripada kepentingan umum. Kepentingan orang yang dirugikan, atau yang dimanfaatkan 
denagn adanya sertipikat pengganti, lebih diperhatikan. Keadilan merupakan hak asasi manusia. 
Oleh karenanya asas kepastian hukum dalam putusan ini dikesampingkan dalam pendaftaran tanah pada 
prakteknya, guna memberikan keadilan bagi pemilik yang menguasai sertipikat hak milik tersebut, masyarakat harus 
mengeluarkan usaha agar keadilan diperolehnya.  
Untungnya korban dalam Putusan ini dapat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, Sehingga bisa 
diambil tindakan nyata secepatnya. Sedang bagi korban pemalsuansertipikat hak milik lainnya, yang tidak cepat 
tanggap, maka akan kehilangan hak nya atas tanah tersebut. Akibat dari jaminan kepastian hukum yang harus 
ditempuh dengan cara mengawasi sendiri laporan kehilangan. Kemudian akan mendapat kesulitan di masa yang 
akan dating, akibat tidak / lalai memperhatikan pengumuman tentang kehilangan sertipikat hak milik. 
Walaupun tindakan penangkapan dan penahanan tidak efektif, namun tetap harus diupayakan asas kepastian 
hukum dalam putusan pengadilan harus dipertimbangkan, mengingat jaminan kepentingan atas kepemilikan harta 
pribadi harus di utamakan. Sedangkan asas keadilan, harus memberikan perlindungan bagi pihak yang 
berkepentingan. Sehingga dalam putusan ini telah dipenuhi asas keadilan, dimana untuk mendapatkan keadilan ini, 
pemilik yang sah harus mengeluarkan usaha memastikan bahwa pelaku mengumumkan kehilangan sertipikat 
terlebih dahulu dan memastikan tidak ada sertipikat pengganti lainnya. 
 
IV. Simpulan  
Kepastian hukum memberikan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. Sehingga merupakan bagian dari 
perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya. Asas kepastian hukum merupakan penjelmaan 
dari hak asasi manusia, termasuk hak atas kepemilikian tanah, yang dibuktikan dengan sertipikat hak milik. 
Pemalsuan salah satu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Apabila terjadi tindak pidana pemalsuan 
sertipikat hak milik atas tanah, maka pelapor hanya dapat meminta perlindungan kepada Negara. Negara melalui 
badan peradilan yang ditunjuk, akan menugaskan Hakim untuk menerapkan hukum posiif yang berlaku.. Hakim 
harus memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum ini yang sangat di 
inginkan setiap pihak yang berpekara dalam kasus pemalsuan sertipikat hak milik tanah.  
Namun dalam prakteknya, kadang kala, keadilan harus di utamakan. Karena keadilan berhubungan dengan 
perilndungan kepentingan pihak yang terlibat. Seperti yang terdapat dalam Putusan No 103/pid.B/2014/ PN Pbg. 
Saran: Negara selaku pelaksana pemberi jaminan kepastian hukum, wajib memberikan persyaratan yang rumit 
dan lengkap, kepada orang yang meminta sertipikat pengganti atas suatu hak milik, terutama terhadap adanya 
laporan kehilangan sertipikat hak milik, agar jaminan kepastian hukum ada secara konkret.  Bukan suatu janji. Serta 
pendaftaran pertama tetap mendapatkan prioritas, dan Negara harus memasukan data kepemilikan sertipikat ke 
dalam sistem jaringan elektronik yang dapat diakses oleh sipemilik yang sah dan bagi mereka yang berkepentingan. 
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